
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata melrupakan selbuah selkto lr yang te llah melngambil 

pelran pelnting dalam pe lmbangunan pelrelkolno lmian indonesia. 

Pelrkelmbangan kelbijakan hak pe lngellollaan tanah yang diko lnstruksikan 

bahwa hak pelngellollaan suatu hak atas pelrmukaan bumi yang 

didellelgasikan ollelh nelgara suatu pelmelrintahan, atau pe lmelrintahan 

daelrah, badan hukum pe lmelrintahan, atau badan hukum daelrah.1 

Pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan 

pengelolaan pariwisata yang ada di dalam pemerintahan kabupaten. 

Kebijakan tersebut juga diperkuat dalam Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B yang berbunyi: 

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembatuan”. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional. Pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan tentang kepariwisataan 

yang berbunyi : 

“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

 

 1 E llita Rahmi, “E lksiste lnsi Hak Pe lnge llollaan Atas Tanah (Hpl) Dan Re lalitas Pe lmbangunan 

Indolnelsia,” Jurnal Dinamika Hukum, Voll. 10, No l. 3, 2010, hlm. 352, 

https://do li.o lrg/10.20884/1.jdh.2010.10.3.104. 
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dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha.” 

 

Artinya upaya pelestarian pariwisata di kabupaten/kota harus 

diperhatikan untuk kepentingan ekonomi pemerintahan, dalam 

mengembangkan wisata pemerintah mengeluarkan peraturan 

perundang- undangan yang mengatur kebijakan pemerintah daerah 

yang tepat, sehingga menciptakan interaksi yang baik antara wisatawan 

dengan masyarakat lokal. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan terdapat fungsi dan tujuan pariwisata, pada 

Pasal 3 kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, 

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta 

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat. Selanjutnya Pasal 4 kepariwisataan bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan 

alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, 

mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh 

jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antara 

bangsa. 
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Sebagaimana dengan fungsi dan tujuan kepariwisata tersebut 

dapat bemberikan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota 

untuk mengembangkan pariwisata di setiap daerah yang memiliki 

potensi dalam pariwisata, dan pada Pasal 18 Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. Penyelenggara urusan pemerintahan 

daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, 

dan Tugas Pembantuan. salah satu poin terpenting yang harus 

ditekankan dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah terkait 

dengan keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah, mendorong 

pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas 

dalam kegiatan dan peran serta masyarakat untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan.2 Dalam Pasal 12 Ayat (3) yang berbunyi: 

Pasal 12 Ayat (3) 

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 Ayat (1) meliputi: 

 
 2Derta Rahmanto, Endang Purwaningsih, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau 

Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kemandirian Nelayan”, Jurnal 

Hukum, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, halaman 111 
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a. Kelautan dan perikanan; 

b. Pariwisata; 

c. Pertanian; 

d. Kehutanan; 

e. Energi dan sumber daya mineral; 

f. Perdagangan; 

g. Perindustrian; dan 

h. Transmigrasi. 

 

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa Pariwisata merupakan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana Urusan Pemerintahan Pilihan 

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggara oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah 

membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi 

masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. 

Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Tahun 2015-2030, didalam peraturan tersebut 

Pemerintah Nagari ikut terlibat  dalam pengembangan pariwisata, yang 

terdapat dalam Pasal 21 Poin (c) yang berbunyi:“menguatkan 

kelembagaan masyarakat nagari dan pemerintah guna mendorong 

kapasitas dan peran masyarakat nagari dalam pengembangan 

Kepariwisataan”. 
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Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Nagari 

(Desa) mempunyai kewenangan dalam mendorong pengembangan 

pariwisata. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 

2015-2030 yang menjadi pedoman untuk mengembangkan 

kepariwisataan yang ada di Kabupaten Agam. Dimana pada Pasal 19 

disebutkan Pemerintah Nagari mempunyai kewenagan membuat 

peraturan nagari dalam mendorong pengembangan kepariwisataan 

yang ada di Kabupaten Agam yaitu : “Mendorong penciptaan dan 

penegakan peraturan nagari yang mendukung kepada keamanan dan 

kenyamanan aktifitas wilayah destinasi wisata”. 

Dengan adanya peraturan daerah di atas maka untuk 

pembangunan kepariwisataan di nagari lawang memiliki peraturan 

nagari tersendiri dalam mengembangankan pariwisata, untuk itu 

Pelngelmbangan desa wisata telrus dilakukan pe lmelrintahan Nagari 

Lawang, dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata  dan 

pelndapatan elkolnolmi masyarakat. 

Desa Wisata Lawang melnggunakan selmua sumbelr daya yang 

telrseldia selsuai delngan nilai dan aspirasi masyarakat lo lkal saat ini dan 

masa delpan dan untuk melmprolmolsikan kelseljahtelraan me lrelka. Upaya 

pelmelrntah nagari lawang dalam me lngelmbangkan dan me lmasarkan 
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prolduk selcara  telpat, delngan melmpelrhatikan pelrbeldaan dan daya saing, 

agar teltap dapat  belrelaksi selcara flelksibell telrhadap pelrubahan pasar.3  

Keltelrlibatan masyarakat dalam pe llaksanaan desa wisata 

sangatlah pelnting karelna dapat melmbantu melningkatkan rasa melmiliki. 

Untuk itu pemerintah nagari mempunyai kewenngan merangkul 

Masyarakat nagari untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata. Hal 

ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Tahun 2015-2030 pada pasal 21 poin (c) yang berbunyi: “Menguatkan 

kelembagaan masyarakat nagari dan pemerintah guna mendorong 

kapasitas dan peran masyarakat nagari dalampengembangan 

Kepariwisataan”. 

Pelngelmbangan Desa Wisata lawang me llalui pelmelrintahan 

nagari (delsa) delngan pelmbelnttukan kelompok sadar wisata 

(POlKDARWIS). Hal ini di dasarkan delngan pelngelluaran surat 

kelputusan o llelh Dinas Kelpariwisataan dan O llahraga Kabupate ln Agam 

No lmolr. SK 77 Tahun 2023 Te lntang  Pelngukuhan Kellolmpo lk Sadar 

Wisata (PO lKDARWIS)  Manih Sarumpun Nagari Lawang. Ke lmudian 

melnindak lanjuti  surat ke lputusan telrselbut pelmelrintah nagari (delsa) 

 

 3 Muhammad Sholfiyan Al Asy’ary and Sri Sundari, “Strate lgi Pe lngelmbangan Pariwisata 

Be lrke llanjutan Di Hutan Lindung Ke lcamatan Narmada Kabupate ln Lolmbolk Barat,” Jurnal Te lrapan 

Pe lme lrintahan Minangkabau, Vo ll.2, Nol.2, 2022, hlm.62, https://do li.o lrg/10.33701/jtpm.v2i2.2443 
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lawang me lngelluarkan surat kelputusan Nolmolr. SK. 17 Tahun 2022 

Telntang Pelneltapan Pelrubahan Susunan Pe lngurusan PO lKDARWIS 

Manih Sarumpun Nagari Lawang. 

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari 

pembangunan nasional, karena ekonomi dapat membebaskan manusia 

dari aksi penindasan, penekanan kemiskinan dalam segala bentuk 

keterbelakangan. Pembangunan sangat penting untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur serta pencapaian tahap hidup ekonomi 

masyarakat ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan pada 

hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyakbanyaknya, 

menciptakan keadilan sosial, dan kesanggupan untuk memakai 

kekuatan sendiri. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi 

pembangunan fisik semata. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
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ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Selbagaimana delngan fungsi dan tujuan ke lpariwisata te lrselbut dapat 

melmbelrikan peldolman bagi pelmelrintah Nagari (desa) untuk 

melngelmbangkan pariwisata di se ltiap daelrah yang me lmiliki po ltelnsi 

dalam pariwisata. Po lla pelmbangunan yang belrlangsung saat ini pelrlu 

diubah dan didelfinisikan selcara jellas. Aspelk pe lmbangunan tidak 

selmata-mata hanya untuk pe lmelnuhan kelbutuhan aspe lk elkolnolmi 

namun juga pe lrlu melmbelrikan bolbolt yang seltara pada aspelk-aspelk 

so lsial dan lingkungan. Pe lmbangunan yang dilakukan harus 

melrupakan pelmbangunan yang melmbumi, yang sellalu sellaras delngan 

kelselimbangan alam. Belrkaitan delngan pelngelmbangan elkolwisata 

pelmelrintahan Nelgelri Lawang melngelmbangan prolgram de lsa wisata. 

Dinas Pariwisata dan Ollahraga Pelmuda Kabupateln Agam, 

Sumbar, melncatat delstinasi wisata Puncak Lawang di 

KelcamatanMatur paling ramai pada 24-27 Delselmbelr 2021 

delngan toltal 9.473 olrang. Ini telrcelrmin dari jumlahnya yang 

belsar. Wisatawan datang ke l Puncak Lawang yang telrleltak di 

Kelcamatan Matur, Kabupateln Agam, Prolvinsi Sumatelra Barat 

untuk melnyelgarkan diri dan melnikmati pelmandangan alam 

Puncak Lawang.4 

Pelngellollaan lingkungan hidup bahwa kelmampuan lingkungan 

untuk belradaptasi atau melnyelrap elnelrgi dan olrang lain yang telrpapar 

 

 4 Syatria, “Pe lmkab Agam Be lrikan Pe lnghargaan Kelpada Pe lnge llolla Olbje lk Wisata Puncak 

Lawang”[Dinas Pariwisata Pe lmuda dan Ollahraga Kabupateln Agam 28 Januari 2021], 

https://disparpo lra.agamkab.gol.id 
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padanya. Kapasitas melngacu pada keltahanan fisik suatu kawasan, 

yaitu melnyelrap selbanyak mungkin wisatawan dari sumbelr daya alam 

tanpa me lrusaklingkungan se lcara pelrmaneln. Desa wisata lawang 

telrmasuk olbjelk wisata alam yang mana melnyuguhkan kelindahan alam 

yang masih alami.  

Dijellaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nolmo lr 23 Tahun 2014 

Telntang Pelmelrintahan Daelrah, Pelmelrintah Daelrah adalah kelpala 

daelrah selbagai unsur pelnyellelnggara Pelmelrintahan Daelrah yang 

melmimpin pellaksanaan urusan pe lmelrintahan yang me lnjadi 

kelwelnangan daelrah o ltolno lm. Pelmelrintah nagari  lawang telntu harus 

melmpelrhatikan dan melmastikan bahwa pelmbangunan pariwisata itu 

akan mampu melmbelrikan keluntungan selkaligus melnelkan biaya solsial 

elko lnolmi selrta dampak lingkungan se lkelcil mungkin.5 Dampak 

Pelngelmbangan desa wisata lawang ini telntu saja dapat melmbantu 

pelmelrintah dalam melmbuka lapangan pelkelrjaan di selkitar olbjelk wisata 

puncak lawang telrselbut.Selbagai salah satu telmpat pariwisata yang 

melnjadi Kawasan Utama Pariwisata yang akan dio lptimalkan dalam 

pelngelmbangan pariwisata yang be lrpoltelnsi tinggi di Delsa Wisata 

Lawang, saat ini Kawasan Desa Wisata Lawang me lnjadi salah satu 

 
 5 S Ariandini dan C L Rudatin, “Pro lmolsi De lstinasi Wisata Kabupateln Agam Me llalui Me ldia 

So lsial,” Se lminar Nasio lnal Rise lt Te lrapan, 2022, hlm.387, http://prolsiding- 

o lld.pnj.ac.id/indelx.php/snrtb/article l/vie lw/5620. 
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telmpat tujuan wisatawan di Sumatelra Barat. 

Dan tujuan dari penelitian ini di karenakan dilihat dari 

permasalahan yang terjadi, seharusnya desa wisata lawang Sumatera 

Barat adalah tempat yang bagus dan banyak potensi Sumber Daya 

Alam (SDA) , disini penelitian akan memfokuskan pada kewenangan 

pemerintah nagari dalam mengembangankan desa wisata lawang, 

maka hal yang me lnarik yang ingin dite lliti disini adalah se ljauh mana 

welwelnang Pelmelrintah Nagari (Delsa) telrkait pelngelmbangan Kawasan 

desa wisata  Lawang selbagai o lbjelk wisata Sumatelra Barat. 

Pelrsolalan inilah yang ke lmudian melnarik untuk dite lliti bagi 

pelrkelmbangan ilmu hukum. Be lrdasarkan uraian diatas, pe lnulis 

telrtarik untuk melnelliti le lbih jellas melngelnai upaya pe lngelmbangan 

elko lwisata  mellalui pelmelrintah nagari (delsa) yang dituangkan dalam 

belntuk karya ilmiah delngan judul “Pelasanaan Kewenagan Nagari 

(Desa) Dalam Pengembangan Desa Wisata Lawang, Sumatra 

Barat”.  

B. Rumusan Masalah 

Delngan latar bellakang yang te llah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalahnya selbagai belrikut: 

1. Bagaimana pellaksanaan kelwelnangan Nagari (Desa) dalam 

melngelmbangkan Desa Wisata Lawang Sumatelra Barat? 
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2. Bagaimana belntuk pelngelmbangan Desa Wisata Lawang oleh 

Pemerintah Nagari (Desa)? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk melngeltahui dan melnganalisis bagaimana pellaksanaan 

kelwelnangan Pemerintah Nagari (Desa) dalam melngelmbangkan 

Desa Wisata Lawang Sumatelra Barat. 

2. Untuk melngeltahui belntuk pelngelmbangan Desa Wisata Lawang ollelh 

Pemerintah Nagari (Desa). 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

bagaimana kewenangan pemerintah nagari (desa) dalam 

mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang Sumatera 

Barat. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum 

di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. 

E. Kerangka Konseptual 
 

Untuk melmpelrmudah pelmahaman dalam melakukan pelnelliian dan 

pelnulisan ini, pelnulis aan melndelfelnisikan judul skripsi ini selbagai 

belrikut: 
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1. Kelwelnangan 

  Melnurut Bagir Manan selbagaimana dikutip ollelh Aminuddin 

Ilmar : Ke lwe lnangan dalam hukum belrarti hak dan kelwajiban dalam kaitan 

de lngan prolse ls pelnyelle lnggaraan pelmelrintahan, hak melngandung 

pe lngelrtian kelkuasaan untuk melngatur selndiri dan melngellolla, seldangkan 

ke lwajiban belrarti kelkuasaan untuk melnyellelnggarakan pelmelrintahan 

selbagaimana melstinya. 

2. Pemerintah Nagari (Desa) 

  Pemerintah adalah organ atau alat perlengkapan Negara 

yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-

undang. Menurut Suharjo seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, 

bahwa: “pemerintah sebagai organisasi bila kita mempelajari 

ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, 

penugasan, kewenangan dan kewajiban masing-masing 

departemen pemerintah, badan, instansi serta dinas-dinas 

pemerintahan”.6 

  Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan, bahwa: “Pemerintah 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

 

 6 R Ridwan. Hukum Administrasi Negara. PT Rajagrafindo, Jakarta, 2016, halaman 87. 
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pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. 

  Berdasarkan uraian diatas, pengawasan pemerintah yang 

dimaksud pada penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Lawang. 

3. Delsa Wisata 

  De lsa wisata adalah kolmunitas atau masyarakat yang te lrdiri dari 

pe lnduduk suatu wilayah te lrbatas yang bisa saling be lrintelraksi selcara 

langsung di bawah selbuah pelnge llollaan dan melmiliki kelpe ldulian, selrta 

ke lsadaran untuk belrpelran be lrsama selsuai keltelrampilan dan kelmampuan 

masing-masing, melmbelrdayakan poltelnsi selcara kolndusif bagi tumbuh dan 

be lrkelmbangnya kelpariwisataan di wilayahnya. 

Delsa wisata melnelmpatkan kolmunitas atau masyarakat selbagai 

subjelk atau pellaku utama dalam pelmbangunan kelpariwisataan, 

kelmudian melmanfaatkannya bagi kelseljahtelraan masyarakat. Dalam 

aktivitas solsialnya, kellolmpolk swadaya dan swakarsa masyarakat 

belrupaya untuk melningkatkan pelmahaman kelpariwisataan; 

melwadahi pelran dan partisipasi masyarakat dalam pelmbangunan 

kelpariwisataan di wilayahnya; melningkatkan nilai kelpariwisataan 

selrta melmbelrdayakannya bagi kelseljahtelraan masyarakat. 

Selbagai pellaku utama, kolmunitas atau masyarakat belrupaya 

melningkatkan poltelnsi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di 

wilayahnya. Sellanjutnya, kolmunitas atau masyarakat melnyiapkan 

diri selbagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan keltika 
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belrkunjung. Selluruh kelgiatan yang dilakukan ollelh kolmunitas atau 

masyarakat di delsa wisata, melmiliki tujuan untuk melningkatkan 

kelseljahtelraan elkolnolmi masyarakat delngan melndayagunakan aselt 

dan poltelnsi yang dimiliki. 

F. Landasan Teori 
 

1. Telolri Kelwelnangan 

Dalam litelratur hukum administrasi dijellaskan, bahwa istilah 

welwelnang selring kali dise lpadankan delngan istilah ke lkuasaan. 

Padahal, istilah kelkuasaan tidaklah idelntik delngan istilah welwelnang. 

Dalam uraian di atas tellah digambarkan bahwa selcara umum 

welwelnang melrupakan kelkuasaan untuk mellakukan se lmua tindakan 

atau pelrbuatan hukum publik. Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana 

dikutip oleh Aminuddin Ilmar: 

Mengemukakan wewenang Pemerintahan itu dapat 

dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak 

untuk menjalankan suatu urusan pemerintah (dalam arti 

sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata 

memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi 

pemerintah lainnya (dalam arti luas).7 

 

Selanjutnya Peter Leyland dan Terry woods menjelaskan : 

 

Dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik 

mempunyai 2 (dua) pengertian utama yakni: pertama, setiap 

keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan 

mempumyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota 

masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota 

mayarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh 

pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau 

melakukan pelayanan publik.8 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang 

khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada 

pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya 

berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan 

untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul 

akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenangan-wenangan 

(onwetmatig), wewenang adalah kekuasaan hukum untuk 

menjalankan atau melakukan suata tindakan atau perbuatan 

berdasar hukum publik. 

Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang 

pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah 

tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan 

pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin 

melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan 

suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai 

dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut dilakukan, maka 

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat 

dikatagorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa 
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dasar alias perbuatan yang sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh 

karena itu, sifat dari wewenang pemerintah perlu ditetapkan dan 

ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang 

pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-

wenang. 

2. Telolri Pelnelgakan Hukum 
 

Pelnelgakan hukum me lrupakan suatu usaha untuk me lwujudkan 

idel-idel keladilan, kelpastian hukum dan ke lmanfaatan so lsial melnjadi 

kelnyataan. Jadi pelnelgakan hukum pada hakikatnya adalah prolsels 

pelrwujudan idel-idel. Pelnelgakan hukum adalah pro lsels dilakukannya 

upaya telgaknya atau belrfungsinya no lrma-nolrma hukum se lcara nyata 

selbagai peldolman pellaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kelhidupan belrmasyarakat dan belrnelgara.7 

Melnurut Prolf. Dr. Satjipto l Rahardjol, SH, “Pe lnelgakan hukum 

melrupakan rangkaian pro lsels untuk melnjabarkan nilai,ide l, cita yang 

cukup abstrak yang me lnjadi tujuan hukum”. Untuk me lnjaga 

kellelstarian hutan, dipe lrlukan kelbijakan hukum dalam pelngellollaan 

kellelstarian hutan. Dapat juga dikatakan bahwa kelbijakan hukum 

melrupakan upaya melwujudkan suatu pro lsels untuk me lncapai tujuan 4 

 
 7 E lndang Pratiwi, “Te lolri Utilitarianisme l Je lre lmy Be lntham: Tujuan Hukum atau Me lto ldel 

Pe lngujian Prolduk Hukum?”, Jurnal Kolnstitusi, Vo ll 19, Nol 2, Tahun 2022, hlm 273, 

https://jurnalkolnstitusi.mkri.id/inde lx.php/jk/articlel/do lwnlo lad/1922/pdf/5081 
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Nelgara, dalam hal ini kelhutanan, selcara lelstari dan belrkellanjutan, dan 

pada akhirnya dapat melningkatkan kelseljahtelraan rakyat Indo lnelsia. 

Dasar kolnstitusio lnal, yaitu tujuan nelgara yang te lrdapat dalam 

pelmbukaan alinela IV Undang-Undang dasar 1945.8 

G. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang penulis 

menggunakan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Metode 

penelitian yuridis empiris atau sosial hukum adalah penelitian tentang 

fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta-fakta tentang berlakunya 

hukum di tengah-tengah masyarakat.9 

1. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, lokasinya adalah di 

wilayah Kawasan Desa Wisata Lawang dan Pemerintah Nagari 

Lawang, Sumatera Barat. 

2. Spesifikasi Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi 

penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat 

deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan 

 
 8 Aminah, “Implikasi Ko lnse lp Utilitarianisme l Dalam Pe lnge llo llaan Sumbelrdaya Hutan 

Te lrhadap Masyarakat Adat,” Masalah-Masalah Hukum, 43, nol. 2, tahun 2014, hlm 174, 

https://e ljo lurnal.undip.ac.id/inde lx.php/mmh/articlel/vie lw/9037. 

 9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, 

halaman. 135. 
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kewenangan Pemerintah Nagari (Desa) dalam mengembangkan 

Kawasan Desa Wisata Lawang, dan bentuk pengembangan 

Kawasan Desa Wisata Lawang. 

3. Tipe Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis 

empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan: 

… hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu 

hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama 

untuk penelitian hukum empiris tersebut meliputi: 

a) Pendekatannya pendekatan empiris; 

b) Dimulai dengan penggumpulan fakta-fakta sosial/fakta 

hukum; 

c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji; 

d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, 

kuesioner); 

e) Analisis kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya; 

f) Teorinya kebenarannya korespondensi; 

g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh 

subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut 

ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia 

yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering 

tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh 

karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti 

pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung 

atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.10 

 

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini 

adalah yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah mempelajari 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

 

 10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar maju. Bandung, 2008, 

halaman 124-125. 
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kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengembangkan Kawasan 

Desa Wisata Lawang, Sumatera Barat. 

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan 

skripsi ini penulis melakukan penelitian yuridis empiris dengan 

melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan kemudian 

dilakukan penelaahan tentang prakteknya di lapangan berdasarkan 

wawancara dengan informan dan responden selanjutnya dilakukan 

analisis. Melalui analisis tersebut akan diperoleh berupa penemuan 

fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah 

Nagari dalam mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, 

Sumatera Barat serta dapat diketahui ada atau tidaknya konsistensi 

dan harmonisasi antara ketentuan peraturan Perundang-undangan 

dengan prakteknya dilapangan tersebut. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Wisata Lawang. 

Sampel yang penulis tentukan adalah Nagari Lwang dan 2 (dua) 

Masyarakat Nagari, sedangkan informan yang penulis tentukan 

adalah : Wali Nagari Lawang. 

Penarikan sampel dan informan berdasarkan purposive 

sampling yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria  

yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. 
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5. Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

ini adalah dengan cara: Wawancara yaitu pengumpulan data 

melalui wawancara (metode tanya jawab) yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat 

terlebih dahulu oleh penulis. 

6. Sumber Data 

a. Data Primer (Field Research) 

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data 

yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan wawancara 

narasumber dan responden yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini. 

b. Data Sekunder ( Library Research) 

 

1) Bahan Hukum Primer 

 

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang- undangan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh melalui literatur 

hukum yang berkaitan erat dengan penulisan ini. 
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c. Data Tersier 

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan 

mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus 

Bahasa Indonesia 

7. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data 

yang tersedia baik data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk 

deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di 

lapangan dalam kewenangan Pemerintah Nagari dalam 

mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, Sumatera Barat. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari atas 4 (empat) bab, dari bab-bab 

tersebut dirinci lagi menjadi beberapa sub bab dari sub-sub bab dirinci 

lagi menjadi bagian-bagian kecil. Guna mengetahui isi skripsi ini secara 

umum, dapatlah disimak sistematika penulisan di bawah ini. 

Bab I.   Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari atas sub bab latar 

belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab 

tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka 

konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode 
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penelitian serta sub bab sistematika penulisan. 

Bab II.  Dalam bab ini terdiri atas Tinjauan Tentang Desa 

Wisata Lawang, sub bab tentang Pengertian 

Pengembangan, sub bab Pengertian Kewenangan, sub bab 

tentang Desa Wisata. 

Bab III. Dalam bab ini terdiri dari sub bab tentang Kewenangan 

Pemerintah Nagari Dalam Mengembangkan Kawasan 

Desa Wisata Lawang, sub bab tentang Bentuk 

Pengembangan Kawasan Desa Wisata Lawang, Sumatera 

Barat. 

Bab IV. Penutup. Dalam bab terdiri dari sub bab kesimpulan dan 

sekaligus berisikan sub bab saran-saran yang berkenaan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


